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Penetapan peratyal pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor ] Tahun 2022 tentang, Cipta KerjaMenjadi Unda::g_Undang (Lembaran Nelara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 4l: Tambahan

_ Lembara_,r iiega,-a Republik In,jonesia }iomor 6B56);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangal Antara pemerintah pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor +, TambJan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);5. Peraturan pemerintah Nomor a3 Tahun 2014 tentangPeraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6Tahun 2014 tentalg Desa (Lembaran Negara Republikincionesia Tahun 2Oi4 iriomor i*: T.ambahan

blik Indonesia Nomor 5539),
bah beberapa kali terakhir

tentans peru bahan *.0 ":TLJ;I:;"',ilH;Hr.fNomor 43 Tahun 2Ol4 tentang peraturan pelaksaraan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentangDana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Ta}lun 2Ol4 Nomor f 6g.Tambahan l,embaran Negara Republik f"a"rr*I"Nomor 555g), sebagaimana telah diubah terakhirdengan peraturan pemerintah Nomor a ianun 2O16(l,embaran Negara Republik Indonesia iafrun ZOt6Nomor 57, Tambahan l.embaran fVegara Republik
Indonesia Nomor 5g64);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah
11.-ro Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor2036) sebagaimana telah diubah dengal peraturan

lten,teri Dalam Negeri Nomor fZO fafruriZO1S tentangPerubahan Atas peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang pembentuL produk
Hukum Daerah (Berita Negara nepubtik Indonesia
Tahun 201g Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2O18 tentang pengelolaaa Keuangan Desa (Berita
Negara Reoublik Indonesia Tahun 20itg Nomor O1l):9. Peraturan Menteri Desa, pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

-Z iJrun ZOZStentang kioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024

F



,

I

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor868);
10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor iJ iarrun zozs

lenians Fetunjuk rcperasionai atau FokusPenggunaanDana Dana Desa TJun'loro 1r"noNegara Republik Indonesia Tahun Z02JNlmor s6S);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2O23

Desa fBerita Negara

12. 3 Nomor 1051);

lentang 
pengarokasian 

-ilT"T:"1-.JilX" 
il3:Penyaluran, dan penggun"a, Oao" O""a TahunAnggaran 2024 (Benta Negara Republit< IndonesiaTahun 2023 Nomor 1052);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2Tahun 2013 tentang penetapan N"*. iL JumlahXecamatan, Keiurahan d"" i€mbang dajrrnKabupaten Tana Tora-ia, sebagaimana 1"f"f, airrUuf,dengan Pereturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023tentang perubahaa atas peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2013 tentang penetapan Nama dan JumlahKecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam
Kabupaten Tana Toraja;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor g
Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (I*mbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor g);

15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019

16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020
tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa diknrbang (Berita Daerah Kabupaten Taria Toraia
Tahun 2020 Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2o24(Benta Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 65);

tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita
Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Tahun 20i9 iiomor
o9;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALoKASIAN DANA
DESA SRTIAP DESA, PEI,IYALURAN, DAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da.larn Pera-tur-an Br,rpa-gi ini 5raqg din^_ksud denqar..
1 Daera,h ada_lah Kabupaten Tana Toraja.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebage i unsu.penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yalg men_iadi kewenanqan daerah otonom.3 Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4 Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5 Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vang ber*enanguntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dandigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
oelaksanaan pembangunan. pembinaan kemasyarakatan. dan
pemberdayaan masyaralat.

7 Alokasi Dasar adalah a-lokasi yang d.ihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi 

"".*" _"..tu. kepada
seliap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

B Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang
tertinggal dan Desa sangat tertinggal
penduduk miskin tinggi.

diberikan kepada Desa
yang memiliki jumlah

9 Alokasi Kineq'a adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang
memiiii<i hasii penitaran i<ine5a terbark.

l0 Alokasi Formula adarah alokasi ya'g dihitung berdasarkan indikator
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

1 1 Pe:nennta-h Lent,ang adalah Kepala Lenbang dit,antu perangkat
l.em bang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.

12 Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oreh Kementerian
Dalam Negeri.

13 Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara yang selan-iutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertika-l Direktorat Jenderar perbendaharaan
yang memperoleh kuasa dari Bendahara umum Negara untuk
rnelaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

14 Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang negErra yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menarnpung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
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15 Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15 R-ekening Kas LernL'ang, yang selan;'ltn;,a disingk".t R-Kr., ad"jal:
rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Lembang yang
menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar
seluruh pengeluaran kmbang pada bank yang ditetapkan.

17 Surat Permintaan Pembayaran yang selanj utnya disingkat Spp
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat Komitmen,
yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

18 Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uarrg tunai kepada keluarga penerima manfaat di
Desa;rane bersumber dari Dana Desa.

BAB II
JUMLAH LEMBANG

Pasal 2
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ia Nomor 2 Tahun
2013 tentang Penetapan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang
dalam Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan
Pereturan Daerah Nomor 6 Ta-hun 2023 tentartg perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penetapan Nama dan
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana
Torajamaka jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak
112 {seratus dua belas) l,embang.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

(1) Penghitungan rincian Dana Desa berdasarkan pagu Anggaran
Dana Desa, berdasarkan hasil penganggaran, penyusunan arah
kebiiakan dan pengalokasian Dana Desa, dilakukan secara;
a. sekaligus; atau
b. bertahap.

(21 Dalam hal penghitungan rincial Dana Desa dilakukan secara
sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pengiritungan rincian Dana Desa ciilakukan berriasarkan rormuia
pengalokasian.

(3) Rincian Dana Desa setiap L€mbang di Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
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(4)

(),

(6)

(7t

d. Alokasi Formula.
Formula pengalokasian sebagaimana dimalsud pada ayat (3)
memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang_
Undang mengenai ApBN.
Daiam hai penghitunga, rincian Dana Desa diiakuir:an secar.ia
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b,penghitungan rincian Dana Desa di.lakukan dengan ketentuan
sebagai berikut ;

a. sebagian Dana Desa dihitung oada tahun anggaran sebelum
tahun anggaran bedalan; dan

b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berl.alan.
Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum
tahun anggaran berl'alan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian
sebagaiamana dimaksud pada ayat (3).
Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dialokasikan seLagai
insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 4
(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud daram pasal 3 ayat (3) huruf adiberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen)

dari alggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap
Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan sebagai berikut:
Klaster

Desa

Jumlah Penduduk Berdasarkan Alokasi
Dasar

2

6 5.001- 10.000 Rp 733.178.000,00

Pasal 5
(1.) AJoka.si Afrrrn^ si 54lraoais1311a. dima_ks,-rd d,lam pasa.l 3 aJ/at (3)

huruf b diberikan dengan porsi sebesar lyo (satu persen) dari
anggarErn Dana Desa.

(21 Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan
kepada Desa tertinggat dan Desa sangat tertinggal y"rrg *"-iliki
jumlah penduduk miskin terbanyak.

(3) Aiokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan
rumus:

1 1- 100 Rp 418.958.000,00

Rp +8t,802 000,0010r - 500
J 501 - 1.500 Rp 544.464.000,00
4 1.501- 3.000 Rp 607.490.000,00
5 3.001 - 5.000 Rp 670.334.000,00

7 Irbih dari 10.000 Rp 796.022.000,00
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AA Desa = (O,01 xDD) / (l,t x DST) + (1 x DT))
Keterangan:
AA Desa = Alokasi Afrrmasi setiap DesaDD = pagu Dana Desa nasional
DST = _iumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin terbanyakDT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskinterbanyak

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memilikijumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar t (satu; kafi
Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Besaran Alokasi Afrrmasi untuk Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk iniskin terbanyak dihitung sebesar f ,i
(satu koma satu) i<aii .trioi<asi Ajirmasi seiiap Desa sebagairnana
dimaksud pada ayat (3).

Alokasi Afrrmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(a) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

6

(7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) merupalan Desa yang berada pada
kcivmpok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh)
berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal
Pertimbangan Keuangan.

Pasal 6
(1) Alokasi Kine4'a sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)

huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4Yo (err,lpat persen) dari
anggaran Dana Desa.

(2\ Alokasi Kinerja sebagaimane dimaksud pada ayat (l) dibagikan
kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap
Kabupaten ditetapkal secara proporsional, berdasarkan ketentuan
sebagai berikut:

Jumlah Desa Persentase Jumlah Desa

Penerima Alokasi Kinerja

L1'/O

(4) Penetapan Desa dengan kine{a Desa terbaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan

Berdasarkan Alokasi Af; i:nasi
Desa Terlinggal Rp 94.800.000,0o

Desa Sangat Tertinggal Rp 104.280.000,00

1-5 17o/o

52 - 100 l6Yo

101 - 400 l5o/"

l3Yol,ebih dari 500
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a. kriteria utama; dan
b. kriteria kinerja.

(5) Kriteria utarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri
atas:
a. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun arr1garan 2O2S;b. ratio sisa lebih perhitungan urnggaran tahun anggplrm 2022

terhadap pagu Dana Desa tahun angg.rran 2022 bdakmerebihi
30% (tiga puluh persen); dan

c. tidak terdef,at penvalagunaan keuangan Desa samoai dengan
batas waktu penghitungan rincial Daia oesa.

(6) Kriteria kinerl'a sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri
atas:
a. indikator wajib; dan/atau
b. indikator tambahan.

(7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan

bobot 2Oo/" (dua ouluh persen). terdiri atas:
I perubahan rasio pendapatan

pendapatan ApBDesa dengan
persen); dan

asli Desa terhadap total
bobot 50% (lima puluh

2. status operasional Badan Usaha milik daerah dengan bobot
50% (lima puluh persen);

b. pengelolaal Dana Desa tahun anggar an 2023 dengan bobot
2O',/o (dua puluh persen), terdiri atas:
1' persentase anggaran BLT desa terhadap totar Dana Desa

dengan bobot 45% (enoat puluh lima persen): dan2. persentase' peleksanaan kegiatan Dana Desa secara
swakelola dengan bobot 35Zo (tigapuluh lima persen);3. pemenuhan persentase anggaral ketahanan pangan
terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 2V/o (iua
puluh persen) dengan bobot 2O%o (dua puluh persen);

c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan
bobot 25Yo terdiri atas :

1. persentase rea-lisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot
50% flima puluh persen): dan

2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 5oo/o
(lima puluh persen); dan

d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggar an 2023
dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:

1 . status desa indeks Desa membangun terakhir dengan
bobot 507o (lima puluh persen);

2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot
50olo (lima puluh persen);

Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dikelompokkan menjadi i

a. indikator tambahan minimal; dan
b. indikator tambahan opsional.

(8)
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(9) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
huruf a terdiri atas :

a. pengiriman data ApBDes tahun anggar an 2O2I;
b. pengiriman data ApBDes tahun anggaran 2022;
c. pengiri:aan Cata ApBDes ,,ahun anggal an 2A22;
d. keberadaan peraturan Desa mengenai rencana pembangunan

jangka menengah Desa terakhir; dan
e. keberadaan Peraturan desa mengenai rencana keda pemerintah

(10) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
huruf b, terdiri atas :

a. pengiriman data laporan. realisasi ApBDes bulan Desember
tahun anggar an 2O2l;

b. pengiriman data raporan rea-risasi ApBDes buran Desember
iair un anrggar att 2A22;

c. pengiriman Ia.poran Daftar Teransaksi Harian (DTH) Belanja
Desa dan Pengiriman data ApBDes tahun anggar an 2022;

d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian DTH) Belanja Desa
dan Peneiriman data ApBDes tahun ansgar an 2022:

e. keberadaan dokumen rencana 
"rrggrr; kas Desa pada tahun

al:ggaral: 2023;
f. ketersediaan infogralis atau media informasi lainnya mengenai

APBDes tahun anggaran 2023;
g. ketersediaan data dan/atau dokumen bajang , lk l)esa;
h. implementasi cash management system pada system

pengelolaan keuangan Desa;
i. implementasi system keuangan Desa secara online pada

pengelolaan keuangan Des";
j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
k' jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah

tahun anggar an 2022; dan/atau
l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran

2022.

Pasal 7
{1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)

huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator
sebagai berikut:
a. jumlah
b. angka

persenr;

penduduk dengan bobot l0% (sepuluh persen);
kemiskinan Desa dengan bobot 40%o (empat puluh

c. luas wilayah Desa dengan bobot l07o (sepuluh persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 4Oo/o(empat

puluh persen).
(2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dihitung dengan menggunakan rumus:
AF Desa = (0,t0 xZt) + (O,4OXZ2l + (O,LO xZ3l +

(0,a0xZallxAF
Keterangan:
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= Alokasi Formula setiap Desa
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap

z3

total penduduk Desa
= rasio angka kemiskinan setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa
= rasio Iuas wilayah setiap Desa terhadap

total luas wilayah Desa
= rasio IKG setiap Desa terhadap TKG Desa
= Alokasi Formula nasiona_l

(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula
setiap Desa tidak terb,S habis, sisa penghitungan
Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang
mendapat Dana Desa terkecil.

(4)

BAB IV
IAHAPAN DAN PURSYARA]AN PI'NYALURAN

Pasal 8
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKL melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilakukan melalui pemotongari Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL 5gb:gaipala dimaksud
pada ayat (2) drfaksanakan berdasarkan surat kuasa pemrnOatr
bukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pagu Dana Des^. yang tjdak ditentukan penggunaarnj/a (non

earmarked); dan / atau
b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked).

(5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan anggarEm Dana Desa
yang diperuntukan untuk :

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan
penanganan kemiskinan skstrem dalam bentuk BLT Desa

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
.t^_ -^_.._,-^- ^.,, _.:_ _r-. lJr lrE r arrr pLr rLcEiii iaii i,i,ai.it pcnUiuiian SiUnLiljg.

(6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa
yang ditentukErn penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b.

AF Desa
ZI

22

24
AF
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pasal 9
(1) Penyaluraa Dana Desa yang

sebagaimana dimaksud dalam
dalam 2 (dua) tahapan, dengan
a. tahap I, sebesar 

!O.% 
(em1at puluh persen) dari pagu Dana Desauntuk yang tidak. ditlntukan p"rggrr"*ry" 

""ti"p Desa,dilakukan paling lambat bulan.l""i t f,"" anggaran berjalan; danb. tahap II, sebesar 600/0 (enam puluh persen) dari pagu Dana

(2)

Insentif, Otonomi Khusus, dan
p:::yaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benardengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I, berupa:

1. peraturan Desa mengenai ApBDes; dan
2. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;

b. tahap Il berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desatahun anggaran 2023; d,an
2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa untuk Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
ia.hap i men unj ui<ican raia_rata reaiisasi p.ry"."p"r, p"ii.g
rendah sebesar 600/o (enatn puluh persen) dan rata_rata
capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40yo
(empat puluh persen)

.3) Pen;za-h-rra:r Da:ra Desa- yatry ditentukan penggr_lnaa!1n]ra-
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1+j huruf bdilalukan dalan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebrg4i berikut;
d. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa

untuk yang ditentukan penggunaErnnya seLiap Desa,dilakukan
paling Lambat bulan Juni tahun Emggaran berjaJan; dan

e. tahap II, sebesar 4Oo/o (epat puluh persen) dari pagu Dana
Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, diiat<ukan
paling cepat bulan April tahun anggaran be{alan.

A Pcnyaluran Dana Dcsa j*ang ditcntukan pcngg,linaaiii-a
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum penyalur Dana Desa
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I berupa;

1. peraturan Desa mengenai ApBDes;
2. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa; dan
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(s)

(6)

(71

v (8)

(e)

3. peraturan kepala desa atau keputusan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
dalam hal Desa menganggarkan BLMT desa; dan

b. Tahap II berupa;
1. l,aporan realisasi penverapan dal dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran 2O23; dan
2. Laporan rea_lisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 60yo (enam puluh persen) dan rata_
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
407o (empat puluh persen).

Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf
b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN
Selain persvaratan penyaluran tahap 1 (satu) sebasaimana
dimalsud pada ayat (4) huruf a, bupati melakukan

a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaalnya
sebagairnana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) termasuk
perekaman jumlah keluarga penerimah manfaat BLT Desa
datam hal Desa menganggarkan BLT Desa;

b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahun anggaran 2023; dan

c. pengadaan pengajual penyaluran atas desa layak salur yang
disertai dengan daftar rincian desa. melalui aplikasi OM-
SPAN.

Perekaman angg€rran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan
pencgunaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) huruf b
meliputi;

a. perekaman pagu anggaran dan rea-lisasi €rnggcrran Dana Desa
untuk stunting tahun anggaran 2023 d.darrt hal Desa
menganggarkan program pencegahan dan penurunzrn
stunting tahun anggar an 2023; dan

b. oerekamal realisasi _iumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu sampai dengan bulan ke dua belas dalam hal Desa
menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

Dalam hal Desa tidak menerirna penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa tahun anggaran sebelunya selama 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Desa melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerimah manfaat bulan ke
satu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
Selain persyaratan penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b, buoati melakukan :

a. perekaman realisasi jumtah keluarga penerima manfaat BLT
Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang
telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal
Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dar:

b. pengadaan pengajuan atas Desa layak salur yang disertai
dengan daftar rincian Desa melalui aplikasi OM-SPAN.
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(10)

/1tl

(r2)

(13)

{1)

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) perekaman dan penandaan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (9), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. 'raiiap i paliiig iarlibat tralggrai i5 iiitii ^rai:iin beijaiai1; dait
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebljakan langkah-

Iangkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

p91r-r211n2ian dnlzrrrnar ne!-sva !-e t. r.r rrar.ar,rra+arr narrrralrrravr T.\anap-vi r.i q,r a.\.;'rr ij-vi:j c..ii:i s,ii :J,q:ls,

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 untuk
seluruh desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud
pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I
pertama ka.li disertai dengan daftar RKP.
Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) disampaikan dengan
surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
peiigeioiaari Keiiarrgarr Daerai: a'Laii piiripiiian orgaiiisasi
perangkat Daerah yang menyelenggErrakan urusan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) serta surat pengantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) disampaialan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy).

Pasal 10

Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan denean ketentuan sebasai
berikut:
a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai

denga-n bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Lembang
menyampaikan:
1. peraturan Lembang mengenai APBL; dan
2. peraturan kepala Lembang atau keputusan kepala Lembang

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa.

L. yenyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. penya-luran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat

sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala
Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
kesatu sampai ciengan buian ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah
kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga
ttenarirna rnanfaaf rrano telah tnanerir,rra nemharraron RI f

Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
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(2)

(3)

(4)

(2t

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah
kepala lembang menyampaikan realisasi jumlah keluargapenerima manfaat yang telah menerima pembayaran BiT
Desa bular l<etu.juh san:pai dengan bula:r l<esenbilan.

Kepala Lembang wajib menyampaikan data realisasi jumJah
keluarga penerima manfaat yang tetah menerima pembayaran BLTDesa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada
Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
Dalam hal tanggal 15 Desember 2024 bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasijumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

fenala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasijumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran
BLT Desa sebagaimana ciimaksuri paaa ayar (i) dan ayat (2).

(1)

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanaipembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
kioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan danpemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai
dengan ketentuan da-lam peraturan Menteri.(3) Perioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan danpcmberday aan inas
diarahkan untuk pe

Pasal 13

y arakat sebagaima,ra ,jimaksud pada ayat (1)
rcepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 12

Pcmcnntali Dcsa mcnga::ggarkan dan mclaksanakan kcgiar.an pnontasyang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaErnnya dalamrangka untuk;
a. peningkatan kesejahteraal Masyarakat Desa;b. Peningkatan kua-litas hidup manusia; serta
c. Penanggulangan kemiskinan;

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desasebagaimana dimaksud dalam pasal l1 ayat (l) dilakukan melalui :a. pemenuhan kebutuhan dasar;

berkelanjutan.
iilgkurigali seCara
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Pasal 14
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat
sebagaimana yang rlirnaksud dalam pasal 1l ayat (l) dilaksanakan
melalui:
a pe nv elei:garaar-r promosi keseha'.an daii geraka,r masyarakat hidiip

sehat;
b. penguatan parlisipasi masyarakat dalam perencanaarl, pelaksanaan

dan pengawasan prmbangunan Desa;
c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan

nasyarakat desa;
d. pengembangan seni budaya lokal; dan
e. penguatan kapasitas masyaral<at da-lam rangka mitigasi dan

penanganan bencana alam dan non alam.

BAB VI
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasa-l 15

Fokus perrggurraarr Darra ticsa diulanuakarr pcrrggurraanrrry a urrtuk
mendukung;

a. penanganan kemiskjnan ekstrem;
b. program ketahanan parrgarr dan hewani;
c. proqrarn pencegahan dan penurunan stuntinq skala Desa;

dan/atau

Ir/

12)

(3)

(r,

(2)

(3)

d. program sector prioritas di Desa melalui bantuan permodalan
BUM Desa/BUM Desa bersama, serta prografir pengembangan
Desa sesuai potensi dan karakteristik desa;

Fokus penggunaan Dana Desa sebagarmana dimaksud pada ayat (f)
wajib dialokasikan pemerintah Desa dalam ApB Desa tahun 2024.
Dana Desa digunakan untuk dana operasional pemerintah lembang.

Pasal 16

Fc,gBu,aari Daria Dcsa uriluk pc,.arigariarr kcririskirrarr eksi_r.erir
sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 15 ayat (1) huruf a berupa BLT
Desa.
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada
keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem
dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan lciteria ;
a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyar anggota keiuarga yang rentan sakrt menahun, saicit

kronis, dan/ atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut

usia: atau
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ektrem.
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(4) Dalam menentukan keluarga penerima manlaat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pemerintah lembang dapat menggunakan
data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga
penerima manfaat BLT Desa.

(5) Daftar keluarga penerima manfEiat sebagaimana dimaksud pada
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam
musyawarah lembang dan ditetapkan dengan keputusan kepala
lembang.

Pasal 17

(1) BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3)
dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) aari pagu
dana desa setiap desa.

12) Besaran BUI' desa sebagaimana cirmaksuci pacia ayat (I) cliterrpi<an
sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(3) BLT sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan selama 12
(dua belas) bulan per keluarga penerima manfaaat.

(4! Pemberian BLT Desa sebasaimala dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling
banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(5) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami perubahan
karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga
IJrrrerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepJa
l,embang wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang
baru.

Pasa.l 18

(1) Penggunaan Dana Desa' untuk ketahanan pangan dan hewani
sebagaimana dimaksud dalam pasal lS ayat (l) huruf b
dialokasikan paling rendah 2U/o (.duapuluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap lembang.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
aspek:
a. keterseciraan pangan dt lembang;
b. keterjangkauan pangan di lembang; dan
c. pemanf€rat€m p€mgan di lembang.

(3) Focus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk
mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 ayat (l) huruf b dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya tokal lembang.

(4) Swalelola sebagaimana dima-ksud pada ayat (3) dapat dilakukan
dengan cara kega sama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan
menggunalan pola padat karya tunai lembang.
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(6) Pendanaan padat karya tunai lembang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 507o (lima
puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai.

Pasal 19

Penggunaan Dana Desa untuk stunting skala lembang sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
a. intervensi spesifik;
b. intervensi sensitif: dal
c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan

stunting,
Sesuai kebutuhan dan kewenangan lembang.

Pasal 20

(1) Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa
melalui bantuan permodalan BUM lemba:rg /BUM lembang
bersama sebagaimana dima_ksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d
cltlaksanakan melalul penyertaan modal iembang kepacla BUM
Iembang /BUM lembang bersama.

(2) Penyertaan modal lembang kepada BUM lembang /BUM lembang
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan
untuk:
a. modal awal penderian BUM lembang / BUM lembang bersama;

dan/atau
b. penambahan modal BUM lembang / BUM lembang bersama.

(3) Penyertaan modal lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b digunakan untuk :

a. pengembangan kegiatan usaha BUM lembang / BUM lembang
bersama;

b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas
usa.ha: dan/ atau

c. penugasan lembang kepada BUM lembang / BUM lembang
bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

(4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam
musyawarah lembang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan
lembang.

(5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dalam APB lembang.

Pasal 2 1

(1) Dana Desa untuk operasior,al pemerintah lembang sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 15 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3 7o
(Liga persen) dari pagu Dana desa setiap lembang.

(21 Dana Desa untuk dana operasional pemerintah lembang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk
mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah lembang.



(1)

(2t
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(3) P"nggunaan Dala Desa untuk dana operasional pemerintah

lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. koordinasi;
b. kegiatan penanggulagan kerawanan sosial masyarakat; dan
c. kegiatan lainnva untuk

Pemerintah lembang.
mrndukung oelaksanaan tugas

Pasa] 22

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Denggunaan Dana
desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undalgan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pasal 23

(i) iviasy ar aka I icurbarig i.rer.pat.ijsipasi riaiarii periei.a.pau iokus
penggunaan Dana Desa.

(21 Partisipasi masyarakat lembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan pengzunaan

Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan penggunaa.n Dana Desa ditetapkan dalam

dokumen RKP lembang dan APB lembang; dan/ ataui
cl. terlrbat aktrl melakukan sosrallsasi iokus penggunaan Dana

Desa.
(3) Pemerintah iembang wajib melibatkan masyarakat dalam

penetapan penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

Fokus pengunaan dana Desa menjadi bagran dari RKP lembang.
RKP lembang yng memuat pengunaan Dana Desa sebagaimerra
dimaksud pada ayat (1) meniadi pedoman dalam penyusunan ApB
lembang.

Pasal 25

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemeterian Desa,
Pembaagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kmbang Tahun
Anggaran 2024.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara
swak:l;la dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
ciiupayakan <iengan iebih banyak menyerap tenaga ke4'a dari
masyarakat Lembang setempat.
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Pasal 27
(1) Kepala kmbang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.

BAB VII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN

PEI{YALURAN DANA DESA

Pasal 28
(1) Dalam hal terdapat permasalahan Lembang, berupa:

kepala l,embang dan/atau perangkat Lembang melakukan
penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sslagpi tersangka;
Desa mengalami permasalahan adrninistrasi, ketida\ielasan
status hukum, dan/atau status keberadaan Lembang; dan

c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan
dan/atau penghentian Kepala l.embang yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbalgan Keuangan
dapat inclakukan pcnghcntian pcni.aluran Dana Dcsa non BLTDesa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggar€rn
berikutnya.
Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukumpenyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Lembang

fan/1tau 
perangkat i,embang sebagaimana ciimaksuri pa<ia ayat (ij

nurul a.

Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang ielah
ditetapk^en sebagsi tersangke., Rupati nenyarnpar-r.-an suratpermohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direldorat Jenderal perimbangan
Keuangan.

Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan
berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (3);
b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian

Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Lembang
sebagajp3n" dinaksurl pada a1r31 ( l ) hunrf b; at-auc. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, berdasarkan
hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil pemerintah.

a

b

(2)

(3)

\-, (4)

(5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desaberdasarkan surat permohonan a-rri Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari



(6)

(8)

fi)

(2)

(3)

(4)

(s)

Bupati sebagaimsls dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf cdilakukan mulai penyaluran. Dana Desa nonBLT Desa tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksudpada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun
anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desauntuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
Pcnghcntian dan/atau pcnundaan pcni-aJuran Da:ia Dcsa nonBLT
Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukanmelalui naskah dinas Direktur Jenderal perimbangan Keualgan
kepada:

a. Direktur Jenderal perbendaharaan:
b. Bupati; dan/atau
c. Kementerian Dalam Negeri.

Dana Desa non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, Udak dapltdisalurkan kemba-li ke RKL.

_cn_

Pasal 29

Lemba-ng 5,a-ng dihentika:r pen5za-l412rs Dana- Desa untr-rk non BL.TDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g ayat (4) huruf a,
ferhak mendapatkan penya-luran Dana Desa pada tahun anggaranberikutnya setelah periode nenghentian p..ry.lu.un Dana Desatahun beq'alan.
P.engecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbangal Keuangan menerima surat permohonan pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling tambattanggai i5 .iuni iairun anggaueur berjaian.
Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DanaDesa sebagaimana dimaksud pada iyat (Z) diterbitkan setelahterdapat pencabutan status hukum teisangka, pemulihan statushnklrm tersa-ngka-. d.a-tt f a_tat:- suct_al: ct-iteta-pf,a:r peja-ba-t pelalsa:ra_
Tugas Kepala l,embang.
Pencabutan penghentian
dimaksud dalam pasal 2g
Menteri Keuangan c.q. Dire
menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluranDala Desa dari Kementerian Ne gara/ f.embala terkait dan/atauBupati pa-ling lambat tanggat 15 Juni tahun aiggaran be{aran.
lalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
12) atau surar rekomenciasi sebagar-uoa ai_.i.suci pacia ayat (4)diterima setelajr tanggal 15 Junitahur, .rrgg.r", berjalan, DanaDesa disalurkan untuk tahun angg€rrzrn ll.if.,ray. s.panyargDana Desa untuk Lembang tersebut telah dialokasikan.
Delam he1 Desa dihentil,an penyaluran Dana Desa sebpgnirnanadimaksud dalam pasa_l 2g ayat + huruf 

", 
OLa Desa yang telah

tAl
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dialokasikan pada tahun Ernggaran berjalan dapat disalurkan
kembali dalam hal
pemilihan sesuai
undangan.

Bupati telah melantik Kepala Lembang hasil
dengan ketentuan peraturan perundang-

ayat (6)

Jenderal

Pasal 3O

7 Dalam h"l pelanrjkan Kep^la- Lembang lrasi! pernrtlJ:an
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati
tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan
tidak disalurkan kembali.
Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan
dalam hal Bupati telah melantik Kepala Lembang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Penyaluran kembali sebagairnana d.imaksud pada
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direlrtur

(8)

Perimbangan Keuangan menerima surat rekomenciasi pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam
Negeri berdasarkan hasit klarifikasi Gubernur sebagai wakir
Pemerintah.

( 10) Dala:n hal sur:at rek_ornendasi pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (9)
diterima setelah batas wal<tu penyampaian dokumen p"."y"r"t"r,
penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dala-rr
Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12), Dana Desa untuk nonBLT Desa
yang telah dihentikal dapat disalurkan kembali.

(11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu *"_p.ihu.tik n
kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan
peraturial perunciang_ undangan.

(12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), disalurkan
kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuan_qan menerima surat rekomendasi pemenuhan
persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

( I 3) Direktur Jenderal perimbangan Keuangan berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (2);
b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian palam

Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri

berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil
Femeriniah 5gbagairnan4 ciimaksud pada ayat (9).

menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran
Dala Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/atau Kementerian Dalam
Negeri.

(1) Daram hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas
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penyalagunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepata L,embang
dan/atau perangkat kmbang, setoran dimaksud merupalan
bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai
kumulatif sisa Dana Desa di RKL.

(2) Bupati :nelal,,ul-.an i<oordinasi dengan pengadilan danr/ a..au
Kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati menyarnpaikan bukti setoran ke RKUN ssbagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi
penjelasan kepada KPA BUN penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(41 Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan
iicgala pada Apiikasi Oivi-SPfu'.i.

(5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi
penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati
harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang
terkait denqan Dana Desa.

(6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimervaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke
RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM_
SPAN.

Pasal 31

(1) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak meraksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan pada tahun Ernggaran 2024 dikenakan
sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima
persen) riari penyaiuran Darla Desa iahap iI tahun anggaran 2025.

(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan
bagi I*mbang yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun
anggatan 2024.

I)AE' I'TTI

PUBLIKASI

Pasal 32

Pemerintah lembang wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana
Desa terhitung sejak ApB Lembang ditetapkan.

Pasa] 33
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 terdiri atas :

a. hasil musyawarah kmbang; dan
b. data lembang, peta potensi dan sumberdaya pembaagunan,

dokumen RpJM Lembang, dokumen RKp Lembang, prioritas
penggunaan Dana desa, dokumen, dan besaran anggarErn.(2) Pubiikasi APB irmbang sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (i) huruf

b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dal besaran
anggaran.
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Pasal 34

(1) Publikasi sebagaimara dimaksud dalam pasal 33 ditakukan melalui
a;cr6m informasi desa dan/atau media publikasi lainnya yang
berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan
secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 35

(i) Fcrircririlair yarig Litiak riieriil.rubiikasikarr iokus pcritsBurraal Diirra
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 32 dikenakan sanksi
administratif berupal
a. teguran lisan; dan/ atau
b. tezuran tertulis.

(2) Sanksi administratif sebagai:rrana dimaksud pada ayat (l) diberikan
oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan badan
perrnusyawaratan l,embang atau laporan pengaduan masyarakat
Lembang.

BAB ]X
PELAPORAN

Pasal 36

(1) Kepata l,embang menyampaikan laporan penetapan fokus
penggunaan Dana Desa kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa vang
disediakan oleh kementerian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling
Iambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Lembang ditetapkan.

a4! n-!-: !--r r^-^^-^-- --!----:-^-^^ l:-.^r--,--l -^r^ ^--^. rr\ r:r-1_('r, uard.ur rrin rcrpur cur scudEanlrlarra lrnliansiiLr paUa aJ a-r i ii iiqaii
dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala kmbang
dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa
kepada Menteri dalam bentuk dokumen hsik.

1q! D---.^--^:^- 'l^-^-^- 
^^L^ -^.;-^- ^ r:-^1,^,-,.t -^r^ ^-,^+ t A\ A^-^+a.! ro.y\Jr o,u evva6ii.iriji.itd Lii-.,.iiiiisi,i(.i paua aral iti Capai

dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

BAB X
PEMBINAAN

Pasai 37

(1) Bupati melakukal pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan
evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan
kewenangannya.

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dapat dibantu oleh
Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



-24-
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

menggunakan sistem informasi Desa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-I"AIN

Pasal 38
Ketentuan mengenai rincian pengalokasian Dana Desa setiap Lembang
Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran y.rrg *"*p"loi
bagian tidat< terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTIJAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundtrngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
6 Jo[uo{? De44

A TORA"IA,

*
RERUNG

di Makale I
pada

SE

RUD I LOLO

BE DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2024 NOMOR

(

S DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA,
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ; 0l TIH2$ 2o,2A

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP
DESA, PEI.IYALURAN, DAN PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO
XECAMATAN/

LEMBANG ALOKASI DASAR ATOKASI

FORMUTA
ALOI(ASI

AFIRMASI ALOI(A5I KINEfuA JUMLAH (Rp.)

SALUPUTTI

1 5alurandung

544.546.000,00 273.392.000,00 204.600.000,00 1.022.638.000 ,002 Rea Tulak Lanei

544.645.000,00 195.496.000,00
7 40.742.000,003 Ratte Talonge

544.646.000,00 220.a22.000,00 204.600.000 ,00 970.058.000 ,004 Sa'tandung

544.646.000 ,00 2ilo-909.00 0,00
785.555.000 ,005 Ra'bung

544.646.000,00 188.630.000,00
733.275.000,006 Salutapokko

544.646.000 ,00 236.426.OO0,O0
1A!.O72 0oo,0o7 Salu Boronan

544.646.000,00 236.379.000,00
781.025.000Eatu Tiakka

544.646.000 ,00 325.469 00900
670.115.lt BTNUANG

9 se'seng

544.645.000,00 241.025.000 00
785.671.00 0,0010 Pali'

544.646.000 ,00 145.337.000,00
689.983.00q0011 Tiroan

607.490.000,00 285.707.000,00
893.197.000 ,0072 Balla

607.490.000 ,00 313.961.000 ,00 921.451. 00q0013 Le'tek

544.645.000 ,00 200.961.000,00
745.607.000 ,0074 Xole Palian

544.645.000 ,00 223.105.000,00 767.757.000 ,0015 Patongloan

544.646.00 0,00 233.872.000,00
778.518-000,0015 sasak

544.646.000,00 338.846.000,00 94.800.000,00 978.292.000,0077 Bau

507.490.000,00 324.213.000,00 94-800.000,00 1.02618 Sandana

544.545.000,00 326.512.000,00 94.800.000,00 965.958.00O ,0019 Rembo Rembo

544.546.000,00 23s.702.000,o0 94.800.000,00 875.148.000 ,0020 Surasia

544.646.000,00 351.265.000 ,00 94.800.000 ,00 1.000.712.000 ,0027 Kandua'

544.646.000 ,00 37 2.O78. 000,00
916.724.000 ,00

l

22 Euttlr timbong

BONGGAKARADENG

507.490.000,00 223.27a.ooo,00 830.758 .ooq00

Bau

544.646.00 0,00 351.372.000,00 94.800.000 ,00 990.818 .mo,o0
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24 Buakayu

At7-il90-mO,00 320.524.000,00 94.800.000,00 1.022.t14.o(x),(x,
25 Mappa'

5/14.545.000,00 391.478.000,00 94.800.000,00 1.C3I).924.000,00
26 Poton

544.646.000,00 281.763.000,00 94.800.000,00 94.209.000,00
27 Bau Selatan

544.645.000,00 344.210.000,O0 94.800.000,00 9a:1.556.000,00
MAKALE

28 Iea 544.646.000,00 212.921.000,00 757.567.W,@
SIMBUANG

29 Simbuang

5/14.545.000,00 221.035.000,00 94.800.000,00 86{l.4t1.Ooo,ql
30 Pontbembe

5/t4.646.000,00 237.504.000,00 94.800.(x)0,00 874950.000,(x)
31 Simbuang

Batutallu 544.646.000,00 332.122.000,00 94.800.000,00 97L55t.000,00
32 Makkodo

544.646.000,00 231.969.000,00 94.800.000,00 87L415.000,00
33 Puangbembe

Mesakada 544.646.000,00 225.914.000,00 94.800.000,00 865360.0OO,@
RANTETAYO

34 Madandan
670.334.000,00 300.946.000,00 971_280.Oq),q)

35 Tapparan Utara
607.490.000,0o 360.874.OOO,OO 958,364.q)0,00

36 TonBlo

544,646.000,00 197.239.000,00 7a1.8a5.OO0,00

MENGKENDEK

37 Ga sing

670_334.000,00 321.850.000,00 992.194.0@,00

38 Uluway
544.546.000,00 216.s63.000,00 761209.000,00

39
607.490.000,o0 203.671.000,O0 811-161.O{x).(x)

40 Buntu Tangti
607.490.000,00 135.816.000,00 204.600.000,00 947.906.000,00

41 Rantedada

607.490.000,00 255,401.000,00 204.600.000,00 1.067.491.000,00

42 Pa'Tengko

607.490.000,00 204.140.000.00 811.630.oq),OO

43 Simbuang
607.490.O00,00 325.455.000,00 932.95S.000,0{)

44 Pakala

544.646.000,00 297.888.000,00 204.500.000,00 1.047.134.000,00

45 Uluway Barat
5,14.645.000,00 237.097.000.00 78t-743.000,00

46 MarindinB
570.334.000,00 223.357.000,00 893.701.000,00

47 Palipu
544.646.000,00 240.149.000.00 7&4.795.m0,00

48 Ke'pe Tinoring
607.490.000,00 202.984.000,00 810.474.(m,q)

49 Buntudatu
607.490.000,00 205.622.000,00 8r:t.l1z000,oo

vlI SANGAIIA

50 Buli.n Massa'bu
544.645.000,00 175.396.000,00 720.042.000,00

51 Kaero
607.490.000,00 190.478.000,00 797 958.000,00

s2 Turunan
507.490.000,00 190.039.000,00 204.600.000,o0 1.002.129 00

tx GANDANGBATU

5IL[ANAN
53 Buntu Limbong

607.490.000,00 250.996.000,00
853.,la6.000,m

54 sillanan
607.490.000,00 178.411.000,00

785.901.(m,m

,l
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334.536.O00.q)

55 Gandangb.tu
6703:t4.q)o,00 1.004.870.000,00

56 Kaduaja

607.490.(x)O,00 250.383.000,00 857.873.000,00
s7 Garassil

544.646.000,00 235.112.q)O,00 779.E8.000,00
58 Pemahukan

544.646.000,00 182.24E.000,00 726.894.000,00
59 Perindrngan

607.490.000,00 212.994.000,00 820.484.000,(x)
50 Buntu Tabant

607.490.000,00 199.492.000,00 806.982.0m,00
61 BettenS Oe.t.

5/r4.645.000,o0 127.518.000,00 572.764.M,@x REMBON

62 Palesan

607.490.000,00 297.226.000,00 204.600.000,00 1.109315.000,o0
63 Banga

607.490.000,00 186.434.000,00 204.500.000 00 998524.000,00
64 Ullin

607.490.000,00 363.274.000,00 970.764.O00,q,
55 UmbonE

607.490.000,00 193.138.000,00 800.628.000,00
66 Sarape.ng

607.490.000,00 368.021.000,00 975.511_000,00
67 Buri'

507.490.000,00 349.a00.(x)o,oo 95 7.290.000,00
68 Maroson

507.490.000,00 300.256.000,00 907.7s5.000,00
69 Balusura'

607.490.000,00 274.906.000,00 204.600.000,00 1.086.995.000,00
70 Bua 'Tatrung

544.646.000,00 238.984.000,O0 783.530.0@,007r To'p.o
607.490.000,00 294.854.000,00 9023ilil.O00,m

72 Kayuosint

607,490,000,00 434.050,000,00 94,E00,000,00 I 00xt MAPPAK

73 Tanete

544.646.000,00 300.s22.000,00 94.800.000,00 939.968.000,00
74 Dewata

544.646.000,00 277.274.OOO,OO 94.800.000,00 916.720.000,00
7S Miallo

607.490.000,00 251.467.000,00 94.800.000,00 9s3.757.000,00
76 Sangpeperikan

544.546. 00 237.534.000,00 94.800.000,00 876.980.000,00
Butang

5i+4.646.000,00 261.577.000,00 94.800.000,00 901.023.000,00
MAKALE 5EI-ATAN

7A Ranrr6 qatu

607.490.000,00 237.534.000,00 204.600.000,00 1.049.624.000,00
79 Patelke

607.490.000,00 351.679.000,00 204.600.0o0,00 1.163.759.0q),00
80 Pa'buaran

607.490.000,00 291.559.000,00 899.049.000
81 Bo'ne Buntu

Slsong 607.490.000,00 302.842.000,00 910.332.000,00x , MASAN DA

a2 Ratte

544.545.000,00 297.541.000,00 94.800.000,00 936.987.000,0083 Paliorong

544.546.O00,00 285.157.000,00 94.800.000,00 924.613.000,00
84 Kadundung

544.646.000,00 209.583.000,00 754.229.0@.00
85 Pondingao'

544.645.000,00 285.381.000,oo 94.800.000,o0 924327.oOO,m
86 Eelau

s44.545.000,00 235.438.00q00 780.084.000,00
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a7 Belau Utara

54,+-646.000,00 279.163.000,00 823.809.000,00
88 Paku

5i14.645.000,00 234.s72.000,00 779.218.0@,00
89 Sesesalu

544.646.000,00 344.393.000,00 94.800.000,00 983.839.000,00xtv SANGATLA SEI-AIAN

90 Batualu

544.6ir6-000,00 247 .47 4 .OOO,00 792.520.mo,q)9l Tokesan

507.490.000,00 267.149.000,00 874.539.000,00
92 Satualu Salatan

607.490.000,00 293.153.000,00 900.643.om,q)
93 Raru Sibunuan

607.490.000,00 219.310.000,00 826.800.000,00
XV SANGALLA UTARA

94 Ranlela'bi
Kambisa 544.645.000,00 145.194.000,00 689.840.000,00

95 Leatung Matallo
544.546.000,00 201.401.@0,00 204.500.000,00 950.647.000,00

95 Saluallo

607.490.000,00 133.093.000,00 204.600.000,00 945.183.(m,00
97 Tumban8 Datu

607.490.000,00 200.969.000,00 808.459.000,00
xvt MALIMPONG BALEPE

98 Leppan

607.490.000,00 434.765.000,00 1.042.255.000,00
99 Kole Sawangan

544.546.000,00 243.986.000,00 788.632.000,00
100 Kole Earebatu

544.646.000 ,00 179.859.000,00 204.500.000,00 929.10S.0q).00{01 Lemo

Menduruk 607.490.000,00 482.223.000,00 1.089.713.000,@
702 Balepe'

607.490.000 ,00 491.179.000,00 94.800.000,00 1.193.469 .000,00xvI RANO

103 Rano

544.646.000,00 243.759.000,00 788.405.000,00
104 Rano Utara

607.490.000,00 253.150.000,00 94.800.000,00 955.440.m0,00
105 Rumandan

5i14.646.000,00 296.045.000,00 94.800.000,00 935.491.0q),00
105 Rano Tengah

544.6i16. 00q00 268.203.000,00 812.849.000,00to7 Rano Timur

544.645.000,00 309.890.00q00 94.800.000,00 949.335.000,00xv t KURRA

108 8a m balu

544.646.000,00 324.754.000,00 204.600.000,00 1.074.000.000
109 Maroson

607.490.000,00 331.513.000,00 939.103.000,00
110 Lipungan

Ta nete 5/14.646.000,00 185.017.000,00 729.563.000,q)111 Rante Limbong

544.645.000,00 247.720.O0O,00 204.600.000,00 1.036.966.000,00772 Limbong
Sangpolo 544.545.000,00 270.961.000,00 204.600.000,00 1.020.207.000,00

TOTAL
64.331.084.000,00 29.646.329.000,00 2.749.200.000,00 3.478.200.000,00 100.204.813.000,00

TANA TORA"I A,

RERUNG


